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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa justice 

collaborator dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menangani tindak 

pidana yang terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, teorrisme, narkotika, dan 

kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang yang dianggap telah 

menimbulkan gangguan serius pada masyarakat. Oleh karena itu, lahirlah Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat 

mengakomodir hak-hak spesial dari justice collaborator sebagai saksi pelaku yang 

bekerja sama dengan penegak hukum dan harus diberikan penghargaan atas 

kerjasamanya dalam mengungkap kasus. 

Syarat utama untuk menjadi justice collaborator adalah pelaku bukan sebagai 

pelaku utama serta kasus yang dialaminya merupakan kasus tertentu yang dapat 

menimbulkan ganggunan serius pada masyarakat. Berdasarkan studi kasus, Tommy 

Sumardi dapat ditetapkan sebagai justice collaborator karena bukan sebagai pelaku 

utama melainkan hanya sebagai pesuruh. Adapun mengenai kasusnya meskipun 

tergolong sebagai tindak pidana konvensional, namun kasus ini dianggap 

meruntuhkan citra lembaga apparat penegak hukun dan kepolisian karena sempat 

ada upaya rekayasa kasus dari aktor intelektualnya yang merupakan pejabat tinggi 

Polri. 
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Ada banyak dampak positif dari peran Justice Collaborator dalam kasus ini 

yaitu kejahatan yang sudah sedemikan rupa agar tidak melibatkan banyak pihak, 

menjadi terbuka. Dapat dipahami bahwa dalam kasus ini banyak mencerminkan 

ketidakprofesionalan aparat penegak hukum karena intervensi dari petinggi Polri 

yang menjadi pelakunya.  

Sebenarnya banyak kasus-kasus serupa yang dapat diungkap karena peran 

justice collaborator, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait 

adanya perlindungan dari LPSK menjadikan masyarakat menjadi pasif. Dengan 

adanya kasus ini, peran LPSK dalam mensosialisasikan pentingnya menjadi justice 

collaborator harus ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

 

B. Saran 

 

1. Bagi aparat penegak hukum perlu terus memperkuat implementasi prinsip-

prinsip hukum yang adil, seperti legalitas, keadilan, dan proporsionalitas, 

dalam setiap putusan yang diambil. Mereka harus meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas dalam proses peradilan, termasuk dalam penanganan kasus-

kasus berat seperti tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan bentuk 

penghargaan dan upaya untuk mendorong keterlibatan saksi pelaku yang 

bekerjasama bagi pengungkapan tindak pidana extra ordinary crime seperti korupsi 

yang sulit terungkap. Untuk itu dalam ketentuan butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 

Tahun 2011 menyebutkan bahwa pedoman hakim dalam menentukan seseorang 

sebagai Justice Collaborator berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim 

dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas  untuk diberikan 

keringanan hukuman. Walaupun dari sisi aturan atau regulasi yang mengatur 
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jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi 

terdakwa sebagai Justice Collaborator, faktanya putusan yang tetapkan oleh hakim 

terhadap terdakwa Tommy Sumardi sebagai Justice Collaborator masih jauh dari 

harapan akan terwujudnya perlindungan serta pernghargaan bagi seorang Justice 

Collaborator. 

2. Bagi Pengadilan harus berhati-hati menyeimbangkan aspek penghargaan 

terhadap JC dan penegakan keadilan untuk korban. Jika JC mendapatkan 

pengurangan hukuman yang signifikan tetapi tetap mencerminkan beratnya 

kejahatan, maka hukuman tersebut dapat dianggap tepat. Sebaliknya, jika 

pengurangan terlalu besar sehingga mengesampingkan dampak 

perbuatannya, hal ini dapat dianggap mencederai rasa keadilan. 
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